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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini kita telah memasuki era disrupsi teknologi dimana 

fenomena Internet of Thing, big data, cloud computing hingga artificial intelegent 

telah menjadi bagian pendukung aktivitas kita semua. Bertransformasinya 

teknologi tersebut juga pada akhirnya merubah paradigma seluruh organisasi 

pemerintah pusat maupun daerah menjadi kondusif (efficiency resources). 

Dengan demikian sinergi dan kolaborasi mengubah dari sama-sama bekerja 

menjadi bekerja sama. Di sisi lain disrupsi teknologi juga mentransformasi 

organisasi pemerintah dengan memotong rantai birokrasi, memudahkan 

prosedur, dan mengubah pola kerja yang bertujuan agar organisasi lebih 

responsif, transparan dan accessible sehingga terjadi “check and balance”. 

 Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dihaparkan mampu mendorong 

sistem pemerintahan menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel, (TIK) sebagai 

alat untuk mewujudkan good governance. LKPP selaku lembaga yang 

bertanggung jawab tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk 

merumuskan kembali aturan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Dalam aturan ini, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang 

baik dan handal diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

serta transparansi dalam implementasinya untuk memberikan value for 

money terhadap hasil pengadaan barang/jasa dengan tidak lagi menjadikan 

harga termurah sebagai tolok ukur efektivitas pengadaan barang/jasa secara 

elektronik (e-Procurement) memiliki fungsi utama dan menjamin proses 

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparansi, efisinsi, efektif, dan 
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akuntabel sesuai dengan prisip pengadaan, proses pengadaan yang dapat diikuti 

dan diawasi secara bersama-sama oleh masyarakat. Hal terpenting bawah e-

procurement secara khusus atau pengadaan barang dan jasa pemerintah secara 

umum, harus berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

peningkatan pelayanan publik yang digadang gadang dalam konsep good 

governance. 

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good governance) 

merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Reformasi birokrasi yang 

digalakkan pemerinta adalah untuk lllmenciptakan llgood llgovernance, lldimana 

llpengertianya lladalah lltata llkelola llpemerintahan llyang llbaik. lUpaya lpemerintah 

lIndonesia ldalam lmewujudkan lgood lgovernance ladalah ldengan lcara 

lmelakukan lreformasi ldalam lsegala lkegiatan lpemerintahan latau lpun lpelayanan 

lpublik lmelalui lpemanfaatan lteknologi linformasi latau le-government. lSalah lsatu 

lbentuk lpenyelenggaraan le-government luntuk lmencapai lgood lgovernance 

ladalah lpengadaan lbarang/jasa lpemerintah lsecara lelektronik l(e-Procurement), 

pemerintah terus mendorong adanya perbaikan dalam bidang pengadaan barang 

dan jasa untuk memutus rantai korupsi.   

Upaya reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang dan jasa 

pemerintahan ada tiga aspek yang menjadi ruang lingkup reformasi birokrasi 

yaitu aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya 

manusia atau aparatur. Dari ketiga aspek ini aspek kelembagaan llayanan 

lpengadaan lmasih lmenjadi lkendala lutama. lDi lbidang lketatalaksanaan, 

lpemerintah ltelah lmenyederhanakan lberbagai lprosedur lpengadaan lbarang ldan 

ljasa lyang llebih lakuntabel ldan ltransparan lantara llain lmelalui lpenerapan 

lsistem le-Procurement, lserta lperbaikan lregulasi ldan llprosedur lpengadaan. 

lSedangkan ldi lbidang lsumber ldaya lmanusia ltelah ldilakukan lstandardisasi 

lkompetensi lpersonil lpengadaan lmelalui lprogram lsertifikasi lprofesi lpengadaan 
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lbarang ldan ljasa lpemerintah lserta lpenetapan ljabatan lfungsional lpengelola 

lpengadaan barang dan jasa (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012). 

Aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi 

adalah pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik seperti mark up, 

penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap, kegiatan/proyek 

fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan, 

gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan mark down. Menurut Indonesia 

Corruption Watch (February 25,2018) pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah 

aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi. Sepanjang 

tahun 2015 hingga 2018, kegiatan penyidikan yang dijalankan oleh KPK 

sebanyak 452 (empat ratus lima puluh dua) kasus, dengan kerugian negara 

sebeesar Rp. 2,6 triliun, Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab mengapa 

pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih 

sarat dengan KKN. Sebagaimana dikemukakan oleh Bank Dunia, faktor-faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia 

adalah: lemahnya implementasi karena pemahaman prosedur yang kurang baik, 

lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran, kapasitas 

pelaksana di lapangan belum memadai, lemahnya pengawasan dan tidak 

transparannya. Selain bersumber dari birokrasi, persoalan pengadaan barang 

dan jasa juga muncul karena para vendor/penyedia belum memahami secara 

baik hal dan kewajiban mereka. Berbagai cara sering dilakukan oleh para 

vebdor/penyedia yang tidak wajar misalnya menjanjikan pembagian keuntungan, 

pengaturan harga dan atau pengaturan pelaksanaan tender yang kemudian 

terkenal sebagai “arisan tender”. 

Pengadaan lbarangl dan jasa pemerintah yang dilaksakan secara lefisien, 

efektif, transparansi, terbuka,l bersaing,l adill danl akuntabell jugal lakanl 
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berdampakl padal peningkatanl pelayananl publik. Indonesia saat ini sedang 

melakukan pembangunan besar-besaran pembangunan dilaksanakan sebagai 

upaya pemerintah untuk pemerataan pembagunan dan peningkatan pelayanan 

publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan 

pembagunan membutukan penerapan Good governace salahsatunya dengan 

mewujudkan sistem pengadaan yang efktif.l Untukl mewujudkanl hall tersebutl 

harusl diaturl tatal caral pengadaanl barangl danl jasa,l sehinggal pemerintahl 

mengeluarkanl Peraturanl Presidenl No.l 16l Tahunl 2018l yangl mengaturl tentangl 

pengadaanl barang/jasa Pemerintah. 

E-Procurementl adalahl suatul sisteml yangl digunakanl dalaml prosesl 

pengadaanl barangl danl jasal secaral online. Penerapan sistem E-Procurement ini 

tentunya diharapkan dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, 

mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional perusahaan, serta 

meningkatkan efektivitas pengadaan. Efektivitas pengadaan berarti pengadaan 

barang/jasa harus sesuai `dengan kebutuhan dan sasaran yang telah diterapkan 

serta memberi manfaat sebesar-besarnya, yaitu tepat kualitas, kuantitas, waktu, 

tempat. Dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparansi, terbuka, 

bersaing, adil dan akuntabel dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik 

terhadapl prosesl pengadaanl barang/jasa,l karenal hasilnyal dapatl dipertanggungl 

jawabkanl kepadal masyarakatl daril segil administrasi,l teknisl danl keuangan.l  

Pelaksanaanl e-procurementl termasukl kel dalaml salahl satul programl 

nasionall untukl mewujudkanl pemerintahanl yangl bersihl danl bebasl Korupsi,l 

Kolusil danl Nepotisme.l Dimanal nantinyal melaluil programl tersebutl seluruhl 

instansil pemerintahl baikl pusatl maupunl daerahl harusl menerapkanl e-

procurementl dalaml pengadaanl barang/jasa.l Penerapanl e-procurementl inil 

disosialisasikanl dil seluruhl daerahl dil Indonesial padal tahunl 2009.l Pemerintahl 
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mewajibkanl seluruhl instansil pemerintahanl dil Indonesial menggunakanl e-

procurementl padal tahunl 2011l tanpal terkecualil untukl prosesl pengadaanl 

barang/jasa. 

Sejalanl denganl hall tersebutl Universitas Negeri Surabaya menindak 

lanjuti kebijakan tersebut dengan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) yang dilaunching pada tahun 2011 Tujuan dilaunchingnya 

LPSE adalah untuk menghindari terjadinya praktek KKN dalam proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah di UNESA. Selain itu LPSE diharapkan akan 

menjamin transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan persaingan usaha sehat 

selama proses berlangsung sehingga praktek monopoli dan 

intimidasi/premanisme dalam proses pengadaan barang dan jasa  dapat 

dihilangkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengadaan 

barang/jasa harus sesuai `dengan kebutuhan dan sasaran yang telah diterapkan 

serta memberi manfaat sebesar-besarnya, yaitu: tepat kualitas, kuantitas, waktu, 

tempat, Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu: efisien, efektif, 

transparansi, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dituangkan dalam skripsi 

berjudul “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (e-

Procurement) di Fakultas Bahasa dan Seni Unesa”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan E-Procurement dalam proses pengadaan 

barang dan jasa pada Fakultas Bahasa dan Seni, UNESA ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah diatas, 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahuil pelaksanaanl E-Procurementl dalaml prosesl 

pengadaanl barangl danl jasal padal Fakultasl Bahasal dan Seni, UNESA  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita dalam 

pembahasan mengenai kebijakan publik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan informasi yang berguna bagi masyarakat dan sebagai bahan 

referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam 

bidang penelitian yang sama, serta melengkapai penelitihan sebelumnya yang 

berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan yang lebih kepada Fakultas Bahasa dan seni Universitas Negeri 

Surabaya tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-

Procurement. 

 

 

 


